LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO

NOMOR : 5 TAHUN 1991 SERI B No. 4.
= S .
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SUKOHARJO
NOMOR 24 TAHUN 1990

TENTANG

BEAYA DOKUMEN PELELANGAN PEKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Mente
ri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah sebagaimana dimaksud Lam -
piran Keputusan tersebut tentang Pele -
langan Umum, ditetapkan bahwa untuk pe-
-lelangan diatas Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) peminat dapat dipu -
ngut beaya yang jumlahnya disesuaikan
dengan beaya penyediaan dokumen lelang;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut

diatas perlu menetapkan Peraturan Dae-
rah tentang Beaya Dokumen Pelelangan

/ | Peker jaan.
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Mengingat

. Undang-undang Nomor 5 Ta

. Undang-undang Nomor 13

. Undang-undang Nomor'12/Drt_,

. Peraturan Pemerintah Nomor 27

hUn

tang Pokok pokok Pemerintah

197
dl d ] lg:‘?
ahU n 1 [-'?,

tang Pembentukan Daerah“dael.. 950t

ten dalam Lingkungan pTODin,\?h Kahuﬁ:

ngah; * Jawa%
]1

tentang Peraturan Umum Retl‘ibi:l-m I

1y

. Undang-undang Nomor 8 Tq &

hun 1 o
Hukum Acara Pidana; Y ey,

g*und&,:

tentang Pelaksanaan Kitgh Undap
Hukum Acara Pidana; |

. Keputusan Presiden Republik

Indone.
tanggal 21 April 1984 NomOrZ).-[bh;neS!

tentang Ketentuan-ketentuan tentanglg
lelangan, Pengadaan dan Penun jukgy ‘

sung untuk Pemborongan/Pembe] ian;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Noy

903 -603 jo. Keputusan Menterj Dalan}
geri Nomor 903 - 1319 tentang Pelaks

an Anggaran dan Pendapatan Belay
Daerah;

. Peraturan Dﬁerah Kabupaten Daerah Tin

kat IT Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 t
tang Pengusulan, Pengangkatan dan Pen
berhentian Pegawai Negeri Sipil sebi
Penyidik pada Pemerintah Kabupaten D
erah Tingkat II Sukoharjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka
bupaten Daerah Tingkat II Sukohar jo
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

1T SUKOHARJO TENTANG BEAYA DOKUMEN PELELA
NGAN PEKERJAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud de
ngan

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Ke -
pala Daerah Tingkat II Sukoharjo;

C. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Peker
Jjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukohar jo;

d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah In
spektorat Wilayah Kabupaten Daerah Ting
kat 11 Sukoharjo;

e. Bagian Pembangunan adélah Bagian Pemba-
ngunan pada Sekretariat Wilayah / Daerah
Tingkat II Sukohar jo;

f. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada

Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II
Sukohar jo;
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. Dokumen I(—)]_ang adalah (lokumr:n .
buat untuk pelaksanaan Suat, J'r;lh;;
ker jaan yang berupa rencan, ke .‘,’;‘f'r:lq,_r(
syrat-syarat pemborongan ( RKS) Ja rk,"}_
gambar serta ke temngan-.k(tm,ar’]g;;;mh_.
nya;

h. Panitia lelang adalah paniti, Vane
angkat berdasarkan Surat Keputﬁg}.”’” i
pati Kepala Daerah yang berty
sanakan pelelangan proyek/p
erah;

EI"
> el
eker jaalalf_
i. Proyek Tingkat II adalah Proyek /Deke.
an yang ditangani oleh Pemerintg, Ko
paten Daerah Tingkat II Sukohar_jo; |

J. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupat,
Daerah Tingkat II Sukohar jo.

BAB II
DOKUMEN LELANG

Pasal 2

(1) Dokumen Lelang dibuat oleh Panitia Lelang.

(2) Persyaratan Dokumen Lelang harus terdiri dari RKS
gambar-gambar dan keterangan lainnya yang memuat :

a. Syarat Umum
b. Syarat Administratif
C. Syarat Teknis.

(3) Kegunaan Dokumen Lelang untuk bahan Penawaran pet
langan proyek/peker jaan.
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BAP T1T

BESARNYA BEAYA

Pasal 3

(1) Besarnya beaya pembuatan dokumen lelang berdasarkan
nilai pekerjaan atau kualifikasipekerjaan sebagzi
berikut :

(2)

(3)

(1)

a.

Nilai pekerjaan diatas Rp. 50.000.000,00 s/d
Rp. 100.000.000,00 sebesar Rp. 50.000,00 (lima
puluh ribu rupiah) ;

. Nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,00 s/d

Rp. 200.000.000,00 sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh
puluh lima ribu rupish);

. Nilai pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 s/d

Rp. 500.000.000,00 sebesar Rp. 125.000,00(seratis
dua puluh lima .L.-'L.bbl ,Lup_:_a_u),

. Nilai pekerjaan diatas Rp. 500.000.000,00 sebesar

Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Beaya tersebut ayat (1) Pasal ini dipungut Panitia
Lelang untuk proyek/pekerjaan yang bersangkutan pada
waktu peserta lelang mengambil dokumen lelang.

Hasil beaya dokumen lelang Proyek Tingkat II selﬁrug
nya disetor ke Kas Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan Kkepada
Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pembagunan atau pa-

" nitia Lelang yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
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(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daey.

(1)

(2)

tugaskan kepada  Inspektorat Wilayah g, T'ah "
Ragian Hukum. ' K”h”any

Untuk pelaksanaan dan pengawasan p@rqr“r'n

Py e : ) raturg

ini diberikan biaya operasional vang he day
. o ]

oy py ] § . ) . - RHf"’ = i 1)
tapkan oleh Bupat ] hvwlhlIMNW?Hltku1(Ht1mIMi”“f
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pung

= ‘ Kabypy, ;. Pa
erah Tingkat I1 Sukoharjo. Daten p,

Pasal 5

Selain penyidik Polisi Negara Republik Indongg;
vang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikar? 4
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peratu?é.
Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik pf;
gawal Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daeri
yang pengangkztannyaditetapkan sesuai dengan pe.
undangan yang berlaku ; |

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pe
gawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) P
sal ini berwenang : '

a. Menerima laporan atau pengaduan -dari seseora
tentang adanya tindak pidana; 1458

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditemp
kejadian dan melakukan pemeriksaan;

‘c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari pb

nya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangk
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

5 Aga amike
f. memanggil seseorang untuk didengar dan dipef

sebagai tersangka atau saksi; ,
. la
. mendatangkan orang ahli yang diperlukan da

bungannya dengan pemeriksaan perkara;
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. mengadakan penghentian penyidikan setelah menda—

pat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik
Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa tersehbut hukan merupakan tindak pidana
atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selan-
Jutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik

Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada pe-
nuntut umum, tersangka atau keluarganya;

. mengadakan tindakan lain menurut hukum yangdapat

dipertanggung jawabkan.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pasal
2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukum
an kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda se
banyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VI

PENUTUDP -

Pasal 7

‘Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan
diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang
mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan ~yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah imi dinyatakan tidak
berlaku lagi.

77

Scanned with CamScanner




Pasal 9

o ommlad berlaku pada tange:
aerah ini milai berle Aanggal .
peraturan Daerah | j”%‘n
ang dapa t mengel:a.hu:i,nyn,, e,

kan. \ .
. aya setiap O1 =3
Ager SUDSS angan Peraturan Daerah ini dengan pey, ey g
“ Ly - - o~ f . en [‘)r"(:} 'rlr'l‘}— L Frys ’ )r”_‘
h K{lbllpd t ¢ an . '”E’,‘kar

kan pengund

nva dalam [,embaran Daera I

Sukohar jo-.
Sukoharjo, 29 Desemherp o
KABUPATEN DAFRAH TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO
—T
ttd

DJOKO WALUJO, BA Drs. SETYAWAN SADONO
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DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah

Tanggal 25 Pebruari 1991 No. 188.3/60/1991
An.  SEKRETARTS WILAYAH DAERAH TINCKAT 1
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [T Sukoharjo
Nomor : 5 Tanggal 25 Maret 1991 Seri B No. 4

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
tud

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518
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